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Tujuan Disertasi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Mengapa politik 
hukum pertanahan belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap 
kepemilikan hak atas tanah kepada masyarakat luas; (2) Bagaimana membangun suatu 
model politik hukum perlindungan kepemilikan hak atas tanah melalui sistem 
pendafataran yang ideal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Metode 
penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode nondoktrinal dan doktrinal. 
Adapun sumber data penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. 
Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberlakuan politik hukum pertanahan 
dalam aspek perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat luas 
melaui sistem pendaftaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Secara yuridis teknis, tujuan utama pendaftaran tanah untuk menciptakan kepastian 
hukum dan menjamin perlindungan hukum. Secara garis besar penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakpastian hukum dalam 
sistem pendaftaran kepemilikan hak atas tanah yang berimplikasi tidak terjaminnya 
sertifikat hak atas tanah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum mampunyai 
sistem pendaftaran dalam hal kepastian dan perlindungan terhadap kepemilikan hak 
atas tanah kepada masyarakat, antara lain; Ketidakjelasan politik hukum pertanahan, 
Lemahnya kepastian hukum, Lemahnya birokrasi penyelenggaraan pendaftaran tanah 
dan Faktor kultur (budaya) yang belum mengedepankan integritas moral. Politik 
hukum agraria seharusnya mengacu kepada kepentingan masyarakat luas berdasarkan 
prinsip kesejahteraan dan keadilan, sebagaimana ditentukan oleh UUD Tahun 1945. 
Untuk itu maka harus dilakukan pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan 
terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan 
ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang 
terjadi dalam masyarakat, oleh karenanya perubahan menuju kepada sistem publikasi 
positif merupakan langkah besar kedepan (futuristic) bagi Indonesia, dengan 
membangun model politik hukum perlindungan kepemilikan hak atas tanah melalui 
sistem pendaftaran yang ideal berdasarkan sistem publikasi positif, dimana Undang-
Undang pertanahan merupakan perwujudan penegakan hukum dan kepastian hukum di 
bidang pertanahan. Perlu penyempurnaan terhadap UUPA yang lebih mengedepankan 
kepentingan masyarakat dan selaras dengan UU Sektoral lainnya, pendayagunaan 
masyarakat dalam proses pendaftaran sertifikasi kepemilikan hak atas tanah. 
Dukungan kelembagaan BPN dengan pelayanan yang prima serta aparatur pemerintah 
lainnya guna menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka 
perlindungan dan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Pihak BPN 
diproyeksikan hanya menentukan adanya cacat administrasi pada saat pendaftaran atas 
tanah dalam proses pensertifikatan. Pembatalan tetap berada pada badan peradilan, 
karenanya diperlukan adanya Pengadilan khusus yang menangani persengketaan 
kepemilikan hak atas tanah. 
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The purpose of this dissertation is to know and analyze: (1) Why legal political has 
been unable to land laws provide certainty and protection of land rights to the wider 
community; (2) How to build legal political model of land title protection through a 
signup system is ideal for the realize people’s welfare; The method used is using 
non-doctrinal and doctrinal. The source of data is the research using primary data 
and secondary data. This writing is intended to find out the validity of the land laws 
in the political aspects of the legal protection of land rights for the wider 
community through the registration system according to the legislation in force. 
Legally Technically, the main purpose of land registration to create legal certainty 
and ensure the protection of the law.  
Broadly speaking, this study aims to know the factors cause of legal uncertainty in 
the system of registration of land ownership which implies no guarantee of land 
rights certificates. The factors that cause does not have a registration system in 
terms of certainty and protection against ownership rights over the land to the 
community, among others; Political obscurity land law ,Weak rule of law, Weak 
bureaucratic organization of registration of land and culture factors that have not 
been put forward moral integrity. Political agrarian law should refer to the public 
interest based on the principles of welfare and justice, as determined by the 1945 
Constitution. 
For that it must be done for legal development which in essence is an update to the 
existing legal provisions and are considered obsolete, and the creation of new legal 
provisions required to meet the demands of the development that occurs in the 
community, therefore shift towards the system of positive publicity is a major step 
forward (futuristic) for Indonesian, by building a political model legal protection of 
land rights through the registration system ideal based system of positive publicity, 
which the Act land is the embodiment of law enforcement and legal certainty in the 
land sector. 
Necessary improvements to the Basic Agrarian Law which prioritizes the interests 
of society and in harmony with other sectoral Act, community empowerment in the 
process of certification of registration of land ownership. Institutional support of 
the National Land Agency with excellent service as well as other government 
officials in order to enhance awareness of the law in order to protect society and the 
legal certainty of ownership rights to land. The National Land Agency projected 
determine their administrative defect at the time of registration of land in the 
certification process. Cancellation remain in the judiciary, and therefore needed a 
special court to deal with disputes over land ownership rights. 
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